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NO KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM 
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KONSEKUENSI 

AKIBAT JIKA INFO 

DIBUKA 

MANFAAT JIKA 

INFO DITUTUP 

A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM 

1.  Rincian hasil uji kompetensi PNS  - UU No.14 Tahun 2008 
tentang KIP, Pasal 17 
huruf h;  

Sampai ada persetujuan tertulis 
dari PNS yang bersangkutan  

Mengungkap rahasia pribadi 
seorang PNS  

Melindungi rahasia pribadi 
seorang PNS  

2.  Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan 
Peserta Diklat  

 
- UU No. 14 Tahun 2008 
tentang KIP, Pasal 17 
huruf h  
 

Sampai ada persetujuan tertulis 
dari tenaga pengajar yang 
dievaluasi  

Mengungkap rahasia pribadi 
seorang PNS  

Melindungi rahasia pribadi 
seorang PNS  

3.  Data Hasil Check Up perorangan 
PNS/Pejabat  

 
- UU No. 14 Tahun 2008 
tentang KIP, Pasal 17 
huruf h  
 

Sampai ada persetujuan tertulis 
dari PNS/Pejabat yang 
bersangkutan  

Mengungkap rahasia pribadi 
seorang PNS  

Melindungi rahasia pribadi 
seorang PNS  

4.  Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat   
- UU No. 14 Tahun 2008 
tentang KIP, Pasal 17 
huruf h  
 

Sampai ada persetujuan tertulis 
dari PNS/Pejabat yang 
bersangkutan  

Mengungkap rahasia pribadi 
seorang PNS  

Melindungi rahasia pribadi 
seorang PNS  

5.  Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi 
PNS/Pejabat  

 
- UU No. 14 Tahun 2008 
tentang KIP, Pasal 17 
huruf h  
 

Sampai ada persetujuan tertulis 
dari PNS/Pejabat yang 
bersangkutan  

Mengungkap rahasia pribadi 
seorang PNS  

Melindungi rahasia pribadi 
seorang PNS  



6.  Identitas PNS yang diduga melanggar 
disiplin  

 
- UU No. 14 Tahun 2008 
tentang KIP, Pasal 17 
huruf a dan huruf h  
 

Sampai ada keputusan tetap   
- Dapat menghambat proses 
penegakan hukum  
- Mengungkap rahasia pribadi 
seorang PNS  
 

 
- Memperlancar proses 
penegakan hukum  
- Menjaga rahasia pribadi 
seorang PNS  
 

7.  Data Rencana penempatan PNS/CPNS   
- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf i  
 

Sampai dengan penyerahan SK  Data mengganggu proses 
penyusunan kebijakan  

Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  

8.  Dokumen hasil sidang 
Baperjakat(notulen, 
pertimbangan/rekomendasi, daftar 
nominasi/rangking Pejabat Struktural)  

 
- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf h dan 
huruf i  
 

Selama masih berlaku dan 
diperlukan dalam pengambilan 
keputusan yang terkait  

 
- Dapat mengungkap 
rahasia pribadiseorang PNS  
- Dapat mengganggu proses 
penyusunan 
kebijakan/menghambat 
kesuksesan kebijakan 
karena adanya 
pengungkapan secara 
prematur  
 

Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  

9.  Dokumen pengangkatan, pemindahan 
dan pemberhentian PNS dalam dan 
dari jabatan struktural  

 
- UU No. 14 Tahun 
2008 tentangKIP, 
Pasal 17 huruf i  
 

Selama masih berlaku dan 
diperlukan dalam pengambilan 
keputusan yang terkait  

Dapat mengganggu proses 
penyusunan 
kebijakan/menghambat 
kesuksesan kebijakan 
karena adanya 
pengungkapan secara 
prematur  

Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  



10.  SK pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian PNS dalam dan dari 
jabatan struktural  

 
- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf i  
 

Selama proses penetapan SK 
sampai dengan mulai berlakunya 
SK(pelantikan)  

Dapat mengganggu proses 
penyusunan 
kebijakan/menghambat 
kesuksesan kebijakan 
karena adanya 
pengungkapan prematur  

Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  

11.  Daftar Pejabat yang akan dilantik   
- UU No. 14 tahun 
2008 tentang KIP. 
Pasal 17 huruf i  
 

Selama penetapan SK sampai 
dengan mulai berlakunya 
SK(pelantikan)  

Dapat mengganggu proses 
penyusunan 
kebijakan/menghambat 
kesuksesan kebijakan 
karena adanya 
pengungkapan prematur  

Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  

12.  Instrumen Tes Potensi/Kompetensi 
PNS/Pejabat  

 
- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf i  
 

Selama masih berlaku dan 
diperlukan dalam proses tes 
potensi/kompetensi PNS/Pejabat  

Dapat menghambat proses 
penyusunan kebijakan  

Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  

13.  Hasil Identifikasi potensi PNS   
- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf i  
 

Selama masih berlaku dan 
diperlukan dalam pengambilan 
keputusan yang terkait  

 
- Dapat menghambat 
proses penyusunan 
kebijakan  
- Dapat mengungkap 
rahasia pribadi seorang PNS  
 

 
- Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  
- Melindungi rahasia 
pribadi seorang seorang 
PNS  
 

14.  Instrumen Penilaian Kinerja 
PNS/Pejabat  

 
- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf i  
 

Selama masih berlaku dan 
diperlukan dalam proses penilaian 
kinerja  

Dapat menghambat proses 
penyusunan kebijakan  

Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  



15.  Soal Tes CPNS   
- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf i  
 

Sampai selesai pelaksanaan tes  Dapat menghambat proses 
penyusunan kebijakan  

Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  

16.  Data nilai dan rangking peserta ujian 
tertulis selesksi CPNS  

 
- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf h dan 
huruf i  
 

Sampai dengan pengumuman   
- Dapat menghambat 
proses penyusunan 
kebijakan  
- Dapat mengungkap 
rahasia pribadi seorang PNS  
 

 
- Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  
- Melindungi rahasia 
pribadi seorang seorang 
PNS  
 

17.  Dokumen penilaian kinerja Kepala 
Sekolah  

 
- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf h dan 
huruf i  
 

Selama masih berlaku dan 
diperlukan dalam pengambilan 
keputusan yang terkait  

 
- Dapat menghambat 
proses penyusunan 
kebijakan  
- Dapat mengungkap 
rahasia pribadi seorang PNS  
 

 
- Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  
- Melindungi rahasia 
pribadi seorang seorang 
PNS  
 

18.  Dokumen pengangkatan, pemindahan 
Guru PNS dalam tugas tambahan 
sebagai Kepala Sekolah  

 
- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf h dan 
huruf i  
 

Selama masih berlaku dan 
diperlukan dalam pengambilan 
keputusan yang terkait  

 
- Dapat menghambat 
proses penyusunan 
kebijakan  
- Dapat mengungkap 
rahasia pribadi seorang PNS  
 

 
- Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  
- Melindungi rahasia 
pribadi seorang seorang 
PNS  
 

19.  SK pengangkatan, pemindahan Guru 
PNS dalam tugas tambahan sebagai 
Kepala Sekolah  

 
- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf i  
 

Selama proses penetapan SK 
sampai dengan mulai berlakunya 
SK  

Dapat menghambat proses 
penyusunan kebijakan  

Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  



20.  Daftar Nilai DP3 PNS  - UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf i  

Selama masih berlaku  Dapat mengungkap rahasia 
pribadi seorang PNS  

Melindungi data pribadi 
PNS yang bersifat rahasia  

21.  Keputusan Penjatuhan Hukuman 
Disiplin PNS  

- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf a, 
huruf h dan huruf i  
 

Sampai dengan ada persetujuan 
dari PNS yang dijatuhi hukuman 
disiplin  

- Dapat menghambat 
proses penegakan hukum  
- Dapat mengungkap 
rahasia pribadi seorang PNS  
- Dapat menghambat 
proses penyusunan 
kebijakan  

- Membantu kelancaran 
proses penegakan 
hukum  
- Melindungi rahasia 
pribadi seorang PNS  
- Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  

22.  Keputusan ijin/keterangan tentang 
perceraian PNS  

- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf h dan 
huruf i  

Sampai dengan ada persetujuan 
dari PNS yang dijatuhi hukuman 
disiplin  

- Dapat mengungkap 
rahasia pribadi seorang PNS  
- Dapat menghambat 
proses penyusunan 
kebijakan  

- Melindungi rahasia 
pribadi seorang PNS  
- Mengamankan proses 
penyusunan kebijakan  

23.  Dokumen pengelolaan kepegawaian : 
(Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji 
berkala, Mutasi, Pensiun dan 
Administrasi kepegawaian)  

 
- UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP, 
Pasal 17 huruf h  
 

Sampai dengan ada persetujuan 
dari PNS yang dijatuhi hukuman 
disiplin  

Dapat mengungkap rahasia 
pribadi seorang PNS  

Melindungi data pribadi 
PNS yang bersifat rahasia  

 

 

Singaraja, 8 Oktober 2018 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
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